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Abstract: This afticle is written to explain conflict pattem that faced by Paftai
Persatuan Pembangunan ( PPP ) in the New Order Era and Reformation
Era. The afticle is not only explain PPP'S conflict pattern but also explore
relation between conflict and state. ln New Order Era, The politicat padies
unification policy made internal conflict at political pafty. PPP was one of
political pafties that tasting of intemal conflict in New Ordet Era. After New
Order Era collapse, PPP stillfaced internal conflict. Some officials came out
from PPe then they established new political pafty.

Kata-kata kunci: Kontlik, PPP, Orde baru, Refotmasi

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat
mengenai fakta-fakta, ntar fenomena yang ada. Teknik
pengumpulan data dila dan dokumentasi. Adapun teknik
analisis data yang dig lisis kualitatif. Teknik anatisis ini

a-fenomena yang ada berdasarkan data-data yang
n kesimpulan dan gambaran menyeluruh mengenai

antar fraksi tetapi antar pribadi yang disebabkan karean ego dan kepentingan untuk
mendapatkan kekuasaan. l'idak ada intervensi negara dalam konflik tersebul kareana
negara di era reformasi sedang mengalami delegitimasi. persamaannya, sifat konflik
sama-sama tidak prinsipil. PPP juga terlihat bekum mempunyai mekanisme
penyelesaian konfl ik secara efektif.

Berkaitan dengan seringnya konflik, PPP perlu melakukan pelembagaan demikrasi
prosedural dan peningkatanpenghayatan tentang ideologi partai sebagai bagian dari
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menyelesaikan permasalahan yang dialami rakyat.

PENDAHULUAN

berikut.

Tabel 1.1

Hasil pemilu legislatif dan Pilpres 2004
Preerensi

pemilih

Wiranto-Wahid

(Golkar-PKB)

Mega-hasyim

(PDr-P)

Amien-

Siswono

(PAN)

SBY-JK

(PD)

Hamzah-

Agum

(PPP)

Hasil pemilu

lesislatif (%)

21,58+10,57 't 8,53 6,44 7,45 8.15

Hasil Pilpres

('/.1

23,3 26,O 14,4 33,2 3,1
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sebagai dalangnya. Hasil kajian tersebut tidak sepenuhnya salah, karena negara di
era orde baru memang berkepentingan agar partai politik senantiasa dibawah kontrol
negara. Dalam rezim orde baru partai dianggap sebagai sumber konflik dan sumber
ketidakstabilan politik sebagaimana pernah terjadi di orde Iama. Orde lama adalah

sejalan dengan
PPP harus dijin
peran partai po
melalui operasi
PPP dan PDI u

kang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian iniad flik PPP di era orde baru dan reformasi? Bagaimana relasiko di era orde baru dan reformasi?
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KERANGKA DASAR TEORI

Konsep atau teori yang akan dljelaskan dalam bagian ini adalah tentang pola,

konflik, parlai politik dan sistem kepartaian.

Konsep tentang pola

rencana (Marbun, l996)

Konflik: pengertian, Faktor Penyebab, Tipe, Akibat dan Solusi

Secara umum konflik didefinisikan sebagai suatu perjuangan yang diekspresikan
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Sumber konflik lain yang dapat berkembang dalam sebuah organisasi termasuk
partai politik adalah ideologi politik. Menurut Maurice Duverger, ideologi politik dalam
arli ideologi yang berhubungan dengan kekuasaan dan pelaksanaannya dapat
menyatukan komunitas sekaligus menjadi sumber anlagonisme atau konflik (Maurice
Duverger, 1982). Selain ketiga faktor internal tersebut, kon{likdalamtubuh partai dapat
juga disebabkan karena faktor eksternal, seperti intervensi pihak ketiga. Menurut Den-
nis Pirages intervensi pihak ketiga tidak banyak membantu menyelesaikan konflik yang
terjadi ( Dennis Pirages, 1982)

Dilihat dari sifatnya, type konflik dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: Pertama,
konflik yang sama sekali tidak memiliki dasar yang prinsipil. Kedua, konflik yang timbul
karena adanya perbedaan mengenai bagian-bagian dari suatu prinsip, tetapi bukan
mengenai prinsip itu sendiri. Ketiga, konflik yang bertolak dari suatu prinsip dasar
(Maurice Duverger, 1963). Soerjono Soekanto berpendapat bahwa konflik dapat
mengakibatkan beberap hal, yaitu: pertama, bertambahnya solidaritas in-group, jika
yang terjadi adalah konflik aniar kelompok. Kedua, retak atau goyahnya persatuan
kelompok tersebut, jika konflik terjadi dalam satu kelompok. Ketiga, perubahan
kepribadian individu yang terlibat konflik. Keempoat, kerugian harta benda dan jatuhnya
korban jiwa. Kelima, teriadinya politik akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu
pihak (Soerjono Soekanto, 1995)

Pengaturan konflikantar partai dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: pertama,
dengan koalisi pemerintahan yang stabil diantara partai-partai politik. Kedua,
menerapkan prinsip proporsionalitas. Ketiga, menerapkan sistem saling veto, yaitu
keputusan politik tidak akan diputuskan tanpa disetujui oleh semua partai politik yang
terlibat konflik (Soerjono Soekanto, 1995)

Studi mengenai konflik PPP di era orde baru yang dilakukan Syamsudin Haris,
Djuanda dan Acung Marijan menyimpulkan bahwa konflik PPP bersifat intemal dan
eksternal. Konflik internal adalah konflik yang disebabkan faktor internal yaitu
terbatasnya posisi dan sumber-sumber, aliens politik dan perbedaan (penafsiran)
ideologi politik partai. Sedang konflik ekstemal adalah konflik yang disebabkan oleh
faktor liar yaitu intervensi negara. Berdasarkan hasil kajian mereka juga dapat
disimpulkan bahwa konflik PPP do era orde baru berkisar di antara tipe pertama dan
kedua dalamperspektif Maurice Duverger.

Partai Politik dan Sistem Kepartaian

Menurut Carl j Friederich, partai politik adalah sekelompok manusia yang
berorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan
terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan itu, partai
memberikan kepada anggotanya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material
(Miriam Budiardjo, 1998). Ada tiga teori yang dapat digunakan untuk melihat asal usul
partaiyaitu teori kelembagaan, situasi historik dan pembangunan. Teori kelembagaan
melihat ada hubungan antara parlemen awal dengan timbulnya pariai politik. Adapun
teori situasi historik melihat adanya partai politik sebagai upaya sustu sistem politik
untuk mengatasi krisis. Sedangkan teori pembangunan melihat partai politik sebagai
produk modernisasi sosial ekonomi. Modernisasi melahirkan suatu kebutuhan akan
suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai
aspirasi dalam proses tersebut.
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dilihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 1.2.

Sistem Kepartaian Sartori
Sistem kepartaian Kutub Polaritas Arah

Pluralisme Sederhana Bipolar 'l'idak ada Sentripetal

Pluralisme Moderat Bipolar Kecil Sentripetal

Pluralisme ekstrim Multipolar Besar Sentrufugal

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini termasik jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan
membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
faktajakia, sifalsifat dan hubungan antar fenomena yang ada. Data yag dibutuhkan
adalah da ah data Yang
pertama a Sedangkan d
data yang dari majalah,
ang yang lisi penelitian
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DPP PPP dan DPW PPP DIY di era orde baru dan reormasi serta pengurus DPP PBR
dan DPW PBR DIY diera reformasi.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.
Teknik wawancara adalah teknik untuk mendapatkan data dan informasi secara
langsung dengan sumber primer yaitu pengurus DPP PPP dan DPW PPP DIY di era
ordebaru dan reformasi serta pengurus DPP PBR dan DPW PBR DIY di era reformasi,
Sedangkam teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui sumber
sekunder, )€kni majalah, buku, jumal, bbloid, web site atau informasi lainnya secara brtulis.

Teknik analisis data

Teknis analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisi kualitatif.
Proses analisis kualitatif diawali dengan mengumpulkan data dari data wawancara
dan dokumeniasi. Setelah pengumpulan data prosses selanjutnya adalah melakukan
verifikasi aiau pengecekan data untuk kemudian diklasifikasikan. Data yang sudah
diklasifikasikan kemudian dianalisis denmgan teknik analisis kualutatif. Analisis
mendasarkan pada interpretasi dan kerangka teori yang digunakan. Analisis
menghasilkan deskripsisecara utuh mengenai pola konflik PPP dan relasi konflik dengan
negara diera orde baru dan reformasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pola konflik PPP dan Relasi konfliknya dengan negara di era orde baru
Salah satu fenomena politik menarik dalam sejarah orde baru adalah konflik partai

khususnya PPP Begitu seringnya konflik sehingga agak sulit memahami dinamika
politik PPP di era orde baru tanpa menyertakan perspektif konflik yang dialaminya.
Begitu juga, problrm PPP di era orde baru tidak mungkin bisa dipahami tanpa
menghubungkannya dengan arah penataan politik Orde Baru.

Pengalaman traumatik terhadap partai politik pada masa Orde lama dan kebutuhan
untuk menjaga stabilitas demi kelangsungan pembangunan ekonomi membuat
pemerintah orde baru yang relatif dikuasai militer, menempatkan partai politik pada
posisi yang tidak menguntungkan. Dalam pandanagan militer partai politik bukan hanya
pernah mencampuri urusan mereka, sebagaimana dalam peristiwa l7 Oktober 1952
(Deliar Noer, 1987), tetapi juga oknum pimpinan partai politik juga pemah dianggap
melawan merekasebagaimana terjadi dalampemberontakan pemerintahan revolusioner
republik lndonesia (PRRI)/Permesta (Suswanta, 2000). Pemerintahan orde baru
beranggapan bahwa jumlah partai politik berikut jumlah ideologiyang dibawanya identik
dengan jumlah konflikdan ketidakstabilan politik yang dihasilkan.

'1. Konsekuensi Politik Dari Fusi Separuh Badan

Problem awal yang dialami PPP yang nantinya berimplikasi pada konflik partai
adalah berkaitan dengan proses kelahirannya yang bukan atas kehendak umat lslam
melainkan atas kehendak penguasa. Jikapada orde lama partai-partai politik muncul
dan lahir atas prakarsa masyarakat sepenuhnya, maka kelahirannya jabang bayi PPp
adalah rekayasa pemerintah. Berkaitan masalah fusi parlai, faisal Baasir (mantan Ketua



196 JURNAL SOSIAL & POLITIK, VOLUME 18 NOMOR 2, TAHUN 2OO8

DPP PPe mantan ketua umum Permusi dan mantan Ketua Komisi lX DPR Rl) dan
Chosyin Chumaedy (fungsionaris PPP daritahun 1977-2005 dan wakil sekretaris umum

historicaldari unsur-unsur nimbulkan kepentingan
pribadi dan kelompok den auh, terjadi persaingan

antar unsur di internal pa unsur lainnya dan dan
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dan aliran
didasarkan
Akan tetapi
inan dalam

Benih konflik merupakan bawaan dari unsur-unsur pembentuk partai, telah tertanam

serta sistem pe aman
mengadakan mu Dasar
perbedaan sesu pada
kekhawatiran ins

2. Menjadi Partai Berbendera lslam Setengah Tiang

Problem lain kelahirannya adalah asas lslam yang masih
disandangnya ke berkeinginan mengakhiri ideologi-ideoogi
golongan. Denga ng dilakukan pemerintah awal tahun 1973
pada dasarnya an julah partai tetapi juga
penyederhanan iasas tunggal bagi seluruh
organisasi masy keterasingan (alienasi) dan
kegelisahan bag yang telah ada sbelumnya.
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2006)
AOinya intervensi pemerintah dalamkonflikinternal partai diakui oleh Faisal Baasir'

(Chozin Chumaedy, 2006)
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Berdasarkan penjelasan diatas, konflikintem PPP sejak tahun berdirinya sampai
menjelang muktamar 1989 memperlihatkan beberap kecenderungan : pertama, konflik
lebih bersumber pada kepentingan pribadidan kelompok daripada kepentingan partai
dan umat yang diwakilinya. Kedua,sumber konflik tidak berasal dari hal yang prinsip
atiau masalah yang penting. Ketiga, belum adanya mekanisme penyelesaian konflikyang
efdektif. Keempat, adanya campur tangan pemerintah dalam konflik intern partai.
Campur tangan pemerintah kerapkali justeru karena diundang oleh salah satu pihak
yang terlibat konflik intem partai.

Adanya campur tangan pemerintah dalam berimplikasi padaproses rekruitmen
pemimpin partai dan penentuan anggota legislatif dari partai. Aktifitas partai hanya
terbatas danberkutiat pada masalah kepemimpinan dan bagaimana pengurus partai
bisa menjadianggotalegislatif. Keduajabatan tersebut selalu diperrebutkanoleh semua
pihak dengan menggunakan semua cara dan tanpa memperhatikan fatsoenpolitik.
Keadaan seperti itu akhirnya membuat beberapa orang menjadi oportunis dan siap
berakomodasi dengan pihak yag dapat diiadikan patron yaitu militer dan pemerintah.

peminpin partai dan anggota legislatif dari partai tidaktagi
if dan dukungan internal partai semata tetapi lebih banyak
erintah.

Pola Konflik PPP dan Relasi Konfliknya Dengan Negara di Era Reformasi

tidak hanya terjadi di era Orde Baru, tetapi
PPP di era reformasi ini PPP cukup parah.
eryang kemudian mendirikan Partai Bintang
msyah dari tim formatur muktamar V tidak

diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Hamzah Haz dan pemecatan dr. FauziA.R
sebagai ketua umum DPW PPP DIY adalah buKitingginya eskalasi konflik PPP di era
reformasi.

Lepasnya Zaenuddin MZ dan Berdirinya PBR

Konflik PPP di era reformasi berawal ketika Dewan pimpinan pusat
memberhentikan enam pengurus pusat yang akan yang telah
digariskan partai. Sejak rencana Silaturrahim g digagas Surya
DharmaAli, Bachtiar Chamsyah dan Zarkasih sudah terdengar
kabar akan ada sangsi bagi mereka yang dianggap tidak taat asas dan tidak mematuhi
aturan main organisasi paftai (DPP). Silatnas digagas oleh beberapa fungsionaris partai
untuk mengevaluasi kinerja partai agar tidak ditinggalkan pendukungnya. Akan tetapi
pengurus DPP PPP di bawah pimpinan Hamzah Haz menganggap bahwa Silatnas
adalah upaya sekelompok anggota partai yang ingin mengganti kepemimpinan Dpp di
bawah Hamzah Haz.

Apa yang dilakukan DPP PPP di bawah pimpinan Hamzah Haz sesungguhnya
menunjukkan bahwa partai belum dikelola secara profesional dan demokratis. partai
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biasa. Alasan yang seringkali digunakan adalah menentang kebijakan partai (baca

oFFj. oFF ip'p oi"ra ref6rmasi-memperlihatkan kecenderungan kearah otoriter dan
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Menanggapi konflik PPP di era reformasi, Faisal Baasir mengatakan bahwa konflik
PPP di era reformasi yang menyebabkan Zaenuddin MZ keluar dan kemudian
mendirikan PBR adalah bukan konflik internal partai. Konfliktersebut lebih disebabkan
karena kepentingan pribadiuntuk mendudukiiabatan sehingga mendirikan partiai politik.
Dan itu sah-sah saja. Jadi dalam konflik PPP di era reformasi tidak ada intervensi
negara, yang ada hanyalah kepentingan pribadi. Sedangkan Eggy Sudjana
mengatakan:

"Materi konflik PPP di era reformasi hanyalah persoalan teknis, yakni berkaitan
dengan bagaimana mengelola partai dengan baik. Zaenuddin MZ harus dihargai
keinginannya, ia menginginkan muktamar segera dilaksanakan karena banyak
persoalan yang harus segera diselesaikan disamping ada hasrat kepentingan,
yaitu ingin mengantikan Hamzah Haz. Akhimya konflik terjadi dan ia keluar dari
PPP dan mendeklarasikan PPP reformasi yang kemudian menjadi PBR.
Sayangnya pak Hamzah Haz tidak mempunyai inisiatif untuk melakukan
konsolidasi internal, tetapijustru membiarkan semuanya terjadisehingga teriadilah
konflik." (Eggy Sudiana, 2006)

2. lmplikasi Konflik, Tantangan dan Masa Depan PPP

Menurut Eggy Sudiana implikasi konflik intemal PPP adalah Menurunnya suara
PPP dari 25 iuta suara pada pemilu 1999 menjadi 10 iuta suara pada pemilu 2004.
Secara politis institusi partai menjadi lemah dan secara sosiologis kepercayaan
masyarakat terhadap partaimenurun. Harus diakui pengelolaan institusi partai memang
tidak bagus. Menurut saya pengurus partai harus diberi sangsi moraljika m'elanggar
atau terjadi sesuatu yang dapat mengurangi kepercayaan publikterhadap partai. Sangsi
moral dapat berupa berupa larangan meniabat dalam kepengurusan partai.

Berkaitan dengan perkembangan PPP ke depan, Eggy menyarankan agar:
Pedama, pat16i harus dipimpin oleh orang yang berkualitas, memhamai partai dan
juga memahami negan. Kedua, partai harus mempertegas garis ideologinya, yaitu
lslam. Kellga, secara adminiskasi partiai, harus ada standar keberhasilan dan kegagalan
paiai. Keempat, harus ada sinergi antar golongan agar konflik partai tidak lerjadi lagi.
Kelima, kepentingan pragmatis sesaat harus dikikis habis dalam kader partai."

PPP perlu mencermati beberapa isu strategis, antjara lain i Peftama, dampak dati
sistem multi partai, juga perubahan sistem pemilu legislatif, dan kepala negara dan
juga daerah. Kedua, penegakkan hukum dan moralitas. Elit dan kader partai harus
berdiri di garda depan dalam pemberantasan KKN dan moralitas.kader partai harus
dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Partai harus memberikan sangsi
yang jelas dan tegas kepada kader yang terbukti melakukan KKN. Ketlga, partai perlu
mencermati kebijakan pengurangan subsidi dan menggali potensi daerah karena
kesenjangan antar daerah masih terjadi. Keempat, tanggungjawab secara moral
terhadap persatuan umal. Kelima, merumuskan alternatif strategi penanganan utang
luar negeri (hadimulyo, 2006).

Selain itu, PPP juga perlu melakukan konsolidasi dari bawah. Sebagai bagian
dari konsolidasiorganisasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka kaderisasi menjadi
mutlak untuk dioptimalkan. PPP harus mempunyai kemampuan membuka diriterhadap
masuknya kader-kader baru dengan asal usul dan keahlian yang beragam. Partai perlu
mengembangkan potensi para kader dan juga meningkatkan manajemen dan strategi
komunikasi politik serta mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Keberadaan
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beb
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dan Reformasi
Berkaitan dengan bentuk konflik PPP di era Orde Baru dan reformasi, Chozin

Chumaedy menjelaskan :

" Jika di era- Orde Baru konflik PPP disebabkan oleh konflik antar faksi-faksi yang

mencari jalan keluarnya sendiri.
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partai, maka di era reformasi alasan tersebut tidak lagi mempunyai pijakan yang kuat.

Kesimpulan

Berdasarkan ang berasal
dari dokumentasi berikut:
1. Konflik PPP faksi dalam

rangka untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, utiamanya antara NU

dan Ml. Konflik disebabkan karena adanya perbedaan persepsi politik antara kedua
unsur tersebut dalam mensikapi kebijakan pemerintah atau fenomena politik.
Sumber konflik berasal dari faktor ideologi, kelangkaan posisi dan sumber serta

adalah cara yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan konflik.

Jika di era Orde Baru, NU hanya bisa menarik diri dari PPP dan tidak bisa meniadi
partai saingan, maka di era reformasi, Zaenuddin MZ bisa membentuk PBR yang

menjadi saingan bagi PPP.
2. Campur tangan negara dalam konflik PPP di era Orde Baru sangat besar dan

kewenangan besar kepada partai untuk mengeiola dan menentukan arah
kebijakannya sehingga negara tidak bisa lagi dijadikan sebagai "kambing hitam"

dalam konflik partai. lntensitas konflik PPP yang tinggi di era reformasi
menunjukkan bahwa elit partai belum mempunyai kedewasaan dalam berpolitik'
Ego dan ambisi polilik pribadi untuk kepentingan jangka pendekadalah bukti belum

adanya kedewasaan itu.

SARAN-SARAN

1. Secara khusus berkaitan dengan seringnya konflik, PPP perlu melakukan
pelembagaan demokrasi i dan peningkatan
penghayatan akan ideolog perjuangan politik.

Termasuk di dalamnya peng lesaian konflik partai

secara efektif
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partai, maka di era reformasi alasan tersebut tidak lagi mempunyai pijakan yang kuat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kan data yang berasal
dari dokumentasi maup n sebagai berikut:
1. Konflik PPP di era nflik aniar faksi dalam

rangka untuk merebut atau memperiahankan kekuasaan, utiamanya antara NU

dan Ml. Konflik disebabkan karena adanya perbedaan persepsi politik antara kedua
unsur tersebut dalam mensikapi kebijakan pemerintah atau fenomena politik.
Sumber konflik berasal dari faktor ideologi, kelangkaan posisi dan sumber serta

adalah cara yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan konflik.

Jika di era Orde Baru, NU hanya bisa menarik diri dari PPP dan tidak bisa meniadi
partai saingan, maka di era reformasi, Zaenuddin MZ bisa membentuk PBR yang

menjadi saingan bagi PPP.
2. Campur tangan negara dalam konflik PPP di era Orde Baru sangat besar dan

kewenangan besar kepada partai untuk mengelola dan menentukan arah
kebijakannya sehingga negara tidak bisa lagi dijadikan sebagai "kambing hitam"

dalam konflik partai. lntensitas konflik PPP yang tinggi di era reformasi
menunjukkan bahwa elit partai belum mempunyai kedewasaan dalam berpolitik.
Ego dan ambisi politik pribadi untuk kepentingan jangka pendekadalah bukti belum

adanya kedewasaan itu.

SARAN.SARAN

'1. Secara khusus berkaitan dengan seringnya konflik, PPP perlu melakukan
pelembagaan demokrasi i dan peningkatan
penghayatan akan ideolog perjuangan politik.

Termasuk di dalamnya peng lesaian konflik partai

secara efektif
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2. Secara umum berkaitan dengan upaya meningkatkan kepercayaan rakyat, PPp
pedu menjalankan fungsi esensialnya sebagai parhi politik, yaitu pendidikan politik,
komunikasi politik, rekrutmen politik, agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat
dan aktif menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu PPp
perlu menyusun platform dan program riil yang berpihak pada rakyat

3. PPP memerlukan pemimpin yang mampu menterjemahkan visi dan misi partai
termasuk pandangannya berkaitan dengan program sampai pembagian kerja
dalam struktur partai dari mulai tingkat atas sampai bawah
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